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Ivlenimbang

Mengingat , i.

a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemelataan pendidikan \:qudu
masyarakat, ,.nu 

" 
meningkatkan partisipasi masyarakat cii bidang

p.n,ii,iikun periu ciiberikan kesetnpatan kepada masyarakat untuk

mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten sabu Raijua

b bahwa berdasarkin pertimbangan sebagaimana dimaksud dari huruf a,

perlu menetapkan Keputusan- Kepala Dinas Penanaman Modal dan

ielayanan Teipadu Satu Pintu. Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

sauu naijua rentang Izin operasional Pendidikan Anak usia Dini (PAtlD)

KRISTUS RAJA I

undang - undang Republik lndonesia Nomcr 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikn Nasicnal,
2. Undang-Lrndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2A04lenlang Guru

dan Dosen;
3 Unriang-Unriang Repubiik inrioneisa t'{omor 32 Tahun 2005 ienlang

pernerintah Daerah sebagaimana telah dirubah berapa kali diubah terakhir

dengan Llndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2A44,

4 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 52 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Sabu Raiiua di Provinsi Nusa Tenggara Timur,

5. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang

Pendidikan Pra Sekolah;

6 perar,ura,n Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 39 Tahurr 1990 tenlaog

Peran serta Nrtasyarakat Dalam Pendidikan Nasional,

7 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang

\\'ajib Bcla.iar:
g peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor l9 Tahun 2009 tentang

Standar Nasional Pendiciikan;



I PeraturatrPemerintahRepubliklndonesiaNomor66Tahun20l0tentang
r"rg.ioi,un dan Penl'e t eriggara-an. Pendidikan'
peraturan presicien ii.p"-[ii. lncionesia Nomcr 60 Tahun Zul-i tentang

p.rg*-Uutgan Anak trsia Oinl Holistik dan lntegritas;

KeputusanMenteriPendidikanNasionaiRepubliklndonesiahlomor
OOOIZO 02 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

peraturan Menteri pendidikan Nasional Republik rndonesia Nomor 63

Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminarl Mutu Pendidikan :

PeraturanN,IenteriPendidikanclanKebudayaanRepublik.IndonesiaNomor
84 Tahun 2014 tentangPendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,

Peraturan lMenteri peidiOittan dan KebuCai'aan R'epub,li'tr fndonesia I'Jomcr

137 Tahun Zor+ teniari Standar Nasional Pendidkan Anak Usia Dinl'

peraturan Bupari sabu R.aijua lrlomor 19 Tahun 2017 te*ang Kedudukan

Sistem organisasi p-.*gt"t Daerah dan Fungsi seria tata kerja Dinas-

Dinas KabuPaten Sabu Raijua;

11"purrrun'Bupati Nomoi i53 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar

Oplrsionai proseriur rian Stanciar Peiayanan Pybii\ Penyeienggaraan

perrzinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman

Moclal dan Pelayanan T'erpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaterr Sabu Raijua.

Akta Pendirian Lembaga Pendidikan turak Usia Dini (PALTD) KRISTUS

RAJA 1 dari I'iotaris t-ities Pratiu,ipuspa. S.H, M.Kn Nomor : 22 Tanggai

08 Juni 2013.

Surat Rekomendasi Tek-nis dari Kepzla Dinas Pendidikan, Kebuda5'aan'

Kepefiruclaan dan olahraga Kabupaten Sabu Raijua l{omor .
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Memberikan lzin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PALTD) KRISTTIS

RAJA 1 yang berlotasi di Desa Ramedue Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten

Sabu Raijua.
Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku

sepanj ang mematuhi semua ketentuan y ang per aturan perundang-undangan yang

Ueitat u, 4an wajib melaporkan hasil belajar mengajar pada setiap arval tahun

kepada Dinas PenCidikan^ KebuCayaan, KepemuCaan dan Olahraga Kabupaten
e^k., D.;:,,^Jquu a\(trluo.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian pada pihak

lain, atau pesena didik yang mengakibaikan ierhentinya kegiatan penciidikan,

maka segaia resiko yang timbui sepenuhnya menja<ii tanggungjawab pihak

pemegang izin.-S.gulu 
pinyimpangan dan atau kelaiaian atas ketentuan daiam keputusan ini

yang dipat merugikan ke.wibawaan pemerintah baik sengaja maupan ticiak

sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

Tid;k dibenarkan mengaiihkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) ke pihak lain den-e;an dalih apapun sebeium adanya persetujuan dari

Dinas Pendidikan. Kebudayaatl, Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Sabu

Raijua



KEENAM

-IGTUJUL{

KEDELAPAN :

Wajib meiengkapi semua periztnan dan persyaratan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hai-hai yang beium teratur cian ti<iak diatur cialam keputusan ini akan ciiatur

kernudian sebagaimana mestinnya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

haii terdapat kekeiiruaan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya'

Ditetapkan di : Seba

Pada Tanggal , 2 N{ei 2019

A UTAI\,IA ML]DA
NiP i96908io i993i2 i 003

Temtlusan disampaikan dengan hormat kepada :

i. Bupati Sabu Raijua di Seba (sebagai iaporan),

2. KepaiaDinas pendiciikan, Kebuciayaun, K.p.*uriaan cian Oiahraga Kabupaten Sabu Raiiua cii Seba,

3 Inspektur Daerah Kabupaten Sabu Raijua di Seba.

4. Camat Hawu Mehara di Tanaja*'a;

5. Kepala Desa Ramedue di Ramedue.


